BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAwA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 72 TAHUN oLy

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Yengingat

—

DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA { e,

BUPATI BANYUMAS,

bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara
efektif, efisien dan terpadu, guna mewujudkan tata
pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah,;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di
Kabupaten Banyumas Tahun 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi
Jawa Tengah; ,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 _Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahur.x 2003 tent.ang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 'Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
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g:i:ii;g::ang Nomor 32 Tahun 2004 tentax.lg
Indonesia Tnh Daerah (Lembaran Negara Republik
Negsise: s ab]il'n 2004 Nomor125, Tambahan Lern.baran
bl bebepu ik I{IdopESJa Nomor ‘4437] sebagaimana
Ui 3 rapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Py lildomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Piiserint ang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
ahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Derah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
asi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
a Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Tl blik Indonesia Nomor 4816);

baran Negara Republi

e intah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
S Pen:je?ian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Sistem Pengenda 1 2008 Nomor 127, Tambahan

i donesia Tahu :
feptgg::n Ili]legara Republik Indonesia Nomor 4890);
em
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PERATURAN BUPATI TENTAN
PENYELENGGARAA

Peraturap Menteri
tentang  Pedomap
Pfenyelenggaraan Peme
diubah dengan Peraty
Tahun 2009 tentang

Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
Tata Cara Pengawasan Atas
Nntahan Daerah sebagaimana telah
;an Menteri Dalam Negeri Nomor 8
D v ¢rubahan Atas Peraturan Menteri
T:tlam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
@ Cara  Pengawasan Atas  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; yelengg
tpe er:ta;‘:;agei:tempDalam Negeri Nomor 25 Tahun 200?
Lifigleungan D:n €nanganan Pengaduan Masyarakat di
partemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013
tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2010 Nomor 33) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan
ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010
tentang Penjabaran Tugas Fungsi Inspektorat Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2014 Nomor 42);
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 89);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010
kan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Kebija
tentang J Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

Banyumas (Berita
2010 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :
G KEBIJAKAN PENGAWASAN

N PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN

BANYUMAS TAHUN 2015.

0y .
] fam p Craturan Bupati ini yang dimaksud den

Pasal 1
gan :

h adalah Kabupaten Banyumas. Banyumas.

“amatan adalah Kecamatan dalam B V




sistem dan prinsip Negara Ke

"'8an prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
dimaksud dalam Undang—Undan

Satuan  Republik Indonesia, sebagaimana

1945. & Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
4. Pemerintah Daerah adalah By ai _
penyelenggara pemerintah daerahF_) I dan perangkat daerah sebagai unsur
5.Kebijakan Pengawasan atas

pedoman d

6. Pengawasan atas penyelenggaraan
yang ditujukan untuk menjamin
efektif dan efisien sesuai

pemndang-undamgan.
7.Aparat Pengawas

pemerintah dacrah adalah proses kegiatan
agar pemerintahan daerah berjalan secara
dengan rencana  dan ketentuan peraturan

Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah
aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah,

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan
kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit
Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan
Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 2
Sistematika Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
Kabupaten Banyumas Tahun 2015 sebagai berikut :
. Pendahuluan;
II. Arah Kebijakan Pengawasan;
lI. Ruang Lingkup;
IV. Program dan Kegiatan Pengawasan/Pemeriksaan;
V. Koordinasi Pengawasan;
V. Penutup.
Pasal 3
Uraian Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten
Banyumas Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini,

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Upati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 08 Noy 2pp4

osan Jll)‘ﬁmﬁelﬁo?[m 5 ” BUPATI BANYUMAS,
"aeal VAN NOY cUIR .
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LAMPIRAN p
NOMOR
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN

f;‘:l)illle’fLENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

ERATURAN BUPATI BANYUMAS

KEBIJAKAN PE[I;IIGI?AWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam  manajemen penyelenggaraan  pemerintah  daerah
pengawasan mempunyai fungsi memberikan umpan balik untuk
pE_rbalkan pereéncanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan agar
tujuan dapat tercapai secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah
dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai
fungsi dan kewenangannya. Di tingkat Kabupaten, Inspektorat Kabupaten
melakukan pengawasan terhadap ; a. Pelaksanaan urusan pemerintahan
di daerah Kabupaten, b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan desa dan c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam
hubungan tersebut agar pelaksanaannya berjalan efisien dan efektif maka

perlu ditetapkan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015.
B. Tujuan

Tujuan kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Tahun 2015 :

1. Melaksanakan hasil koordinasi pengawasan di Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka mengeliminir terjadinya tumpang tindih pengawasan
antar APIP;

2. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat
strategis agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Program Kerja Pengawasan

Tahunan masing-masing Wilayah Inspektur Pembantu pada Inspektorat

Kabupaten Banyumas.

ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN _
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di

Kabupaten Banyumas Tahun 2015 berpefiomfn psitda Misi IKesatu
Kabupaten Banyumas tahun 2013—2918 yalt}l_ Mffncxptalfan bllrokrasi
pemerintahan yang profesional, bersnh,' partisipatif dan inovatif agatj
terbangun peme rintahan yang efektif dan terpeljcaya melayafu
masyarakat” dan mengacu pada kebijakan dan strategi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 201' 5.
Arah Kebijakan Pen elenggaraan Pemerintah Daerah

gawasan Peny
di Kabupaten Banyumas Ta v

hun 2015 dinyatakan sebagai berikut :




L.

. Memfokuskan secara ce

'mat objek dan sasaran pengawasan yang

bersifat kebii 2
bljakan Strategls atas pen},clengga raan tugas umum

Pemerintahan, Pemban

dengan :

grt. urusan Pemerintahan dibidang pelayanan dasar masyarakat
sepe_ 1 pendidikan, kesehatan dan infrastruktur
T}\:ﬂeﬂlnlgkatkan efektifitas Pembinaan dan Pengawasan

enye C}?ggar‘aan.l’emerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui

upaya koordinasi dan sinergitas pengawasan internal, eksternal dan
pengawasan masyarakat;
Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan
Aparat Pengawas intern dan ekstern pemerintah serta penanganan
pengaduan masyarakat.

Disamping itu, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 terdapat penekanan
arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain :

1.

2.

Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka
mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) atas LKPD.
Pengawasan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan PNPM
Mandiri Perkotaan/Pedesaan yang dilakukan secara joint audit
dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi.

. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa terkait dengan

berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

. Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP).
Asistensi terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi.

Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah

Tahun 2012-2015.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintah daerah meliputi :

1;

- Pengawasan Urusan Pemerintah

Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari :

. Kebijakan daerah;

b. Kelembagaan;

¢. SDM Daerah;

d. Keuangan Daerah;
e. Aset/Barang Daerah.

3]

yaitu Urusan Wajib dan Urusan

Pilihan yang terdiri dari :
- Pendidikan

. Kesehatan b
Kependudukan dan Catatan Sipil; :
. Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri;

a0 o



3) Pemeriksaan atq
kepada Desa.

g. Pemeriksaan Kh
usus e
Hi: Pemeriksaan ne /Strategls,
Pem

s Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten

eriksaan Pe] /Penanganan p engaduan Masyarakat;
Pelaya ayanan Publik; Iklim Investasi dan Iklim Usaha
yanan Terpadu Saty Pintu (PTSP);

4 g‘:;;z;fjaan lamn‘y a alas perintah Bupati atau pelimpahan dari

s r/Menterj Dalam Negeri

1.‘ PZ::EE‘:ZE I:Eg]atan fisik bangunan dan kas/stok opname.

. as Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.
. Reviu Laporan Keuangan Pemer;

Sesuai dengan Peratura P Cr}ntah o

Pelaporst Keuarmss g emermtgh Nomor 8 Tahun 2006 tentang

P Pengawasgl an Kmer?a Instansi Pemerintah, r.naka
ntern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah

Daerah melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja

dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan

sebelum  disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Yang dimaksud dengan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan

keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi

Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan

keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus

dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut

disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang

memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP).

. Monitoring dan Evaluasi
a. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan

dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara
terus menerus atau berkala pada setiap tingkatan atas program
agar sesuai rencana;

Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah,
akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan
pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintah daerah, yang meliputi Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah-, Evaluasi Laporan
Akuntabilitas  Kinerja Instansi Peme:rmtah dan E.valuasi
terhadap pelaksanaan Sistem Pengendaharll Intern Pergerlntah..
. Pemantauan dan pPemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil

gZTagriwarZa;]gka optimalisasi tindak .laﬂjut h?Sil prnAaRail,

. antauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil
itBkpica REE) Kk Lanjut dimaksud selambat-lambatnya 60
alender setelah tanggal diterimanya laporan

pengawasarn. Tinda
(enam puluh) hari k
hasil pengawasan. \f



V.

B. Kegiatan Penunjang

l_.Jntuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu
didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri dari
atas:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Dalarn. upaya  meningkatkan pengetahuan, ketrampilan,
kapasitas/kapabilitas, dan profesionalisme SDM Pengawasan perlu
terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan
yang meliputi Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA),
Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, Diklat
sertifikasi menyongsong pembinaan karier Aparat Pengawas lewat
sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah di Daerah (JFP2UPD). Diklat Penjenjangan Struktural,
Diklat Manajemen Pengawasan, Diklat Teknis Substantif (antara
lain diklat/bintek audit kinerja, diklat/bintek audit barang/jasa
serta diklat penunjang lainnya). Selain itu perlu pula dilakukan
berbagai forum seperti seminar, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS),
pengawasan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan
konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing

profesional education).

. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang
terpadu, setiap APIP harus menyusun database pengawasan yang
terus dimutakhirkan dan dikembangkan. Database pengawasan
tersebut antara lain mencakup data objek pengawasan, temuan
dan tindak lanjut hasil pengawasan dari berbagai data SDM

pengawasarn.

. Kegiatan Penunjang Lainnya

Kegiatan APIP yang bersifat penunjang lainnya adalah pembuatan
laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan kebijakan
pengawasan, penyusunan PKPT, penyusunan daftar objek
pengawasan, penyusunan daftar temuan dan tindak lanjut hasil

pengawasan.

KOORDINASI PENGAWASAN
Untuk mewujudkan efektifitas koordinasi pengawasan intern pemerintah

diperlukan koordinasi antara APIP Pusat dan Daerah. Kegiatan

Koordinasi yang perlu dilaksanakan mencakup :

A.

Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS)
Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan di antara jajaran APIP

perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna
memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan,
memantapkan sinergi pengawasan dan sekaligus mengeliminasi
adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP
Dalam satu tahun anggaran, satu objek pemeriksaan dapat

dilakukan pemeriksaan lebih dari 1(satu) kali dengan ketentuan;
1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;

2. Tenggang waktu pemeriksaan minimal

tiga) bulan;
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3. Sasaran Pemeriksaan sama atay berbeda;

4. Ketentu.an ini tidak berlaku untuk pem;riksaan investigatif yang
dapat dllak‘ukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Sfasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Kabupaten Banyumas

ditetapkan oleh Bupati Banyumas dalam Rencana Pengawasan

Tahunan APIP di Kabupaten Banyumas.

PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
Kabupaten Banyumas Tahun 2015 merupakan upaya untuk
meningkatkan dan menyinergikan seluruh kegiatan APIP secara umum
dan kegiatan Auditor khususnya di Kabupaten Banyumas dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal
pemerintah. Sehubungan dengan itu, diperlukan komunikasi dan kerja
sama seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Banyumas sehingga
program-program yang disusun dapat saling menunjang satu sama lain.

Diharapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Kabupaten Banyumas ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun
Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Banyumas
Tahun 2015.

BUPATI BANYUMAS,

e SR

ACHMAD HU%W



